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ABSTRACT

Cities are developing into a gigantic human settlement. They represent serious
sub-regional gaps in economic and welfare. This article reviews the consequences of
over-urbanization. Cities are over populated by migrants and their resources are over-
urbanization. As cities are over populated by migrants and their resources are
overstretched, poor people will have to depend on themselves (not the state) to
survive. To avert the likelihood of cities developed mto “senseless megapolitans”, a
number of measures should be thoughtfully planned. They are creating vibrant
economic activities, improving the productivity of the poor, protecting and preserving
of the environment and the development of social capital.
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PENDAHULUAN

Salah satu masalah sosial yang dihadapi berbagai kota besar di Indonesia
dewasa ini adalah perkembangan jumlah pendatang liar dan arus urbanisasi berlebih
_{over urbanization) yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Daya dukung dan
daya tampung kota tidak lagi mampu mengimbangi penambahan arus para migran
yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Sejak itu pula berbagai masalah
kependudukan, permukiman liar, sektor informal, dan kemiskinan di kota mulai
merebak. Pengalaman sepanjang lima tahun terakhir menunjukkan bahwa berbagai
masalah sosial-ekonomi yang muncul di kota ini pada dasamya adalah imbas dari
terjadinya kesenjangan antarwilayah yang terlampau lebar dan arus urbanisasi yang

erlebih {over urbanization).

Arus urbanisasi berlebih dan kehadiran migran liar di berbagai kota besar

belakangan ini terasa makin mencemaskan karena jumlah dan persebarannya terus
meningkat di berbagai sudut kota, tetapi pada saat yang sama mereka umumnya tidak
memiliki tempat tinggal yang tetap. Akibat lahan kota yang terbatas dan harganya
yang makin mahal sering terjadi penduduk pendatang yang ilegal ini akhirnya
menjadi bagian dari masyarakat marginal di kota besar, dan dengan tanpa izin
menempati begitu saja berbagai zona publik, lahan milik orang lain, atau lahan milik
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oy o : ;negara —membemul{ pemmklman 1&1 yang semrawut Lumuh dan mcnganggL
-_ketemban serta keindahan kota,:

‘Di koia Surabaya, mlsalnya s

.data yang dumhki BIPS tampak

= '.__'.-_fkecendemman Jumlah penduduk datang setiap ‘tahun meningkat secara konstan, -
o -'._Urbamsam ‘adalah fenomena yang wajar di. berbagal kota, khususnya _d1 negara’_;_-
; -i.-berkembamc ‘seperti Indonfzsw Setiap tahun Jumlah penduduk Surabaya diprediksi -

o _selaiu bertambah sekitar 30. 000 hmgga 100.000- orang; bahkm tidak sedikit pengamat
:_.:'_.__'_memperklrakan anokaﬂya Ieblh besar lagi hmgga 200 ribu lebih penda‘iang setiap
- tahunnya. Pertambahan ini, ‘terutama makm terasa keuka kesempatan kerja di desa

o - TEUTKW ilegal. -

. .- Bag kota bcsar seperti Sulabaya d&n Jakaﬁa arus urbamsa51 yang berlemh e

: _(over urbamzanon) menjadi masalah serius, bukan sckadar karena dikhawaiirkan . -
akan menyebabkm terjadmya penumpul\em kamn migran di sektor mformai kota, - -
melainkan yang mencemaskan adalah jika kehadu an kaum migran vang berlebihan .
it kemudzan menyebabkan lahirnya berbagai pezsoalan sosial di luar kontml atau_”_

' kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya, -

- Di berbagai sudut kota, ketika pedagang kaki lima (PKL) tumbuh di hampn T

setiap rwas jalan dan permukiman liar ‘merambah kawasan stren kali, terminal, R

- stasiun, dan’zona-zona publik lain, yang dapat dilakukan pemerintah kota akhimya =
hanyalah langkah-langkah yang sifainya parsial. Menggusur PKL dan membongkar
permukiman liar untuk sementara waktu mungkin berjalan efektif, Namun, tidak

lebih dan hitungan minggu, biasanya di kawasan yang sama kembali tumbuh PKL
dan pemlukiman hiar, bahkan dalam jumiah yang lebih besar. Di Indonesia, hingga
saat ini tidak ada satu pun kota besar yang telah terbukti mampu menangani persoalan
PKL dan permukiman liar dengan tuntas. Bahkan, ada kesan perkembangan masalah

‘kependudukan yang dihadapi cenderung lebih besal daupada kemampuan yang -

dimiliki pemerintah kota itu sendiri.

~-Hasil kajian yang dilakukan Sﬁyanto (20006) dari Lernbaga Penehnan dan
""‘"Pengabdlan kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga di kota Surabaya

menemukan bahwa rumah kaum migran di kawasan stren kali, meskipun berkali-kali
terkena razia, digusur, barang dagangannya dicbrak-abrik. Akan tetapi, karena di desa
asalnya tidak ada sumber penghasilan yang dapat diakses, tidak ada pilihan lain yang
dilakukan, kecuali kembali mengadu nasib mencari kerja di kota besar sambil
berharap tidak lagi tertangkap aparat penertiban umum (tibum) atap satuan polisi
pamong praja (satpol PP). Bahkan, jika perlu kaum migran yang menjadi ploner itu
akan mengajak sanak-kerabatnya di desa untuk mencari kerja di kota besar karena

7 makin langka, sementara iapangan kerj ja di iuar negeri juga makin sulit diraih karena
- kebijakan sejumlah negara tetan gga_yang merazia dan mengmm puiang paksa.

selisiupalT aary tesy dam ko MEEng relaft menjanjikan,

Bagi penduduk desa, saat Lebaran biasanya adalah masa dan kesempatan bagi
mereka untuk pulang kampung sekaligus mengajak kerabatnya vang lain untuk
bersama-sama kembali mengadu nasib ke kota besar. Setiap tahum, arus balik
penduduk dari desa ke kota pasca-Lebaran yang masuk ke Jakarta diperkirakan
sekitar 150-200 ribu orang. Hal yang sama juga terjadi di kota Surabaya. Dapat
dibayangkan apa yang dapat dilakukan pemerintah kota-kota besar jika setiap tahun
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: gumlah lapangan kerja yang diciptakan dan daya jangkau layanan publik yang
dzkembangkan tidak sebanding dengan meningkatnya arus urbanisasi.
: Bagi kaum migran, kehadiran sanak-saudara dan tetangganya di kota besar
ff_acapkali bukan dianggap saingan dan karenanya harus dicegah atau dihindari.
- Menurut kalkulasi rasional, memang semestinya kaum migran tidak terlalu perlu
- mengajak penduduk desa lain mengadu nasib ke kota besar karena logikanya mercka
- akan berpotensi merebut lahan usaha mereka yang sudah lebih dahulu ditekuni. Akan
: _"'tetap1 bagi penduduk desa kehadiran sesama migran temyata bukan dmnggap
~pesaing, melainkan dianggap hal yang dapat memperlauat }armg pe:agaman sosml
. mereka.
“% Di kalangan kaum migran, justra keberdayaan, kekenyaian dan daya tahan
' mereha untuk hidup di kota besar yang keras tumbuh karena di antara mereka tumbuh
-apa yang disebut Evers (1982) sebagai kohesi sosial. Scberapa pun banyaknya
penambahan jumlah kaum migran di kota besar tidak akan menjadi masalah bagi
kaum migran itu sendiri karena dua alasan. Pertama, sekfor informal yang mercka
tekuni umumnya memiliki kemampuan involutif yang luar biasa untuk menyerap
setiap tambahan angkatan kerja. Kedua, makin banyak kaum migran yang masuk ke
kota besar berarti makin kuat dan kokoh jaringan sosial yang dapat dikembangkan
sebagai penyangga kelangsungan hidup kaum migran dalam menghadapi tantangan
dan tekanan.

Mencoba mencegah arus wrbanisasi berlebih dengan mengembangkan
keszakan ‘pintu tertutup” untuk jangka pendek barangkali merupakan pilihan satu-
satunya yang realiiis untuk dilakukan kota-kota besar di Indonesia. Bagi kota-kota
besar yang belum terlalu padat dan mampu menyediakan lapangan kerja yang sesuai,
sebetulnya tidak menjadi masalah berapa pun jumlah migran yang masuk ke kota
besar. Akan tetapi, lain hal jika kemampuan pemerintah kota untuk menghela
pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja barn berjalan tersendat-sendat
seperti yang terjadi selama lima tahun terakhir. Ketika jumlah migran melonjak,
sementara kesempatan kerja yang tersedia justru makin langka, dapat dipastikan

. __.__.pemaasalahan yang muncul akan makin rumit: pengangguran makin menumpuk di
kota besar, sektor informal nonlegal atau ilegal akan berkembang pesat, dan bahkan
tidak mustahil pula angka kriminalitas makin mencemaskan akibat kebutuhan hidup
dan persaingan yang makin keras di kota besar.

Makin besar sebuah kota, masalah yang dihadapi tak pelak akan makin
banyak dan makin sulit ditangani secara instan. Di kota besar, seperti Jakarta dan
Surabaya, persoalan pencemaran, kemacetan lalu-lintas, sektor informal, anak
jalanan, gelandangan, pengemis, pekerja seks komersial, dan bahkan kriminalitas
piumnya skala dan ancaman yang dihadapi cenderung makin besar dan intens.

Banyak bukti memperlihatkan perkembangan yang pesat di berbagai Kota besar lam
ternyata sering tidak diimbangi dengan perkernbangan kemampuan kota yang berarti.
Bahkan, beberapa di antaranya justru menurun, baik kualitas maupun kapasitasnya.
Sebagai conioh, derajat penderitaan kaum miskin di perkotaan semakin besar karena
mengalami marginalitas ekonomi, sosial, atau akses budaya. Masalah-masalah sosial
perkotaan, seperti konflik sosial, kejahatan, prosiitusi, anak jalanan, dan endemiknya
armuk massa yang menyerang rasa tertib umum, menajam. Relatif menurunnya usia
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bl 'tciah tarjadl pola perkembangan daemh perkotaan yzmg khas ya}du memngkatnya

- 'lproduknf sc—:rta keiangkaan penycdiaan 1apangan kelja memm‘nulkan persoal&n—

; '-.peisoaian bal'u daiam pengeloia’m kebz}akan pubhk (Ahmad 2002 4) ------ e

PERKEMBANGANMEGAURBAN R R
meagzu kajian telah b&nyak membuk‘f}.kan bahwa daiam satu dekade tei akhrr-

"“""_teijadmya proses perlkembangan megapoman “dan’ urbamsasri Sepertl dlkatakan

_-"-'_Yunus {2000: 1 mengatakan bahwa bersamaan dengan memngkatnya jumiah
- penduduk dan kegiatan di perkotaan yang terus—menerus serfa makin meluasnya areal -
masmg~masmg kota dan tidak telbendungnya pmses urban Spmwl ke alah luar o

"masmg -masing kota, dua gejala yang fenomenal terjadi.

_ Pertama terjach integrasi mang antarkota, yang kemudlan menmptakan 1{0?&—."
- kota besar, yang ‘dikenal dengan istilah megapohtan seperti Jakarta dan Surabaya -

bescrta kota-kota sekundei di sekx.tamya Megapohtan adalah sebuah wilayah kota
besar beserta kota sekuncim di sekitarnya vang secara spas;al fingsi ekonomis, dan

Cfaya hldup masyarakat makm termtegram meiampam batas batas adnnms‘iranf

wﬂayahnya
Kedua, terjadi pembahan fungsi dan pemanfaatan ruang di kota besar dan kota

sekunder di sekréamya Di Pulau Jawa, perkembangan kota-kota besar yang ada

unmnmya ditandai dengan proses restrtﬂ{tunsam niernal pada kota-kota itu, baik
secara sosial- ekonomz maupun fisik, Salah satu ciri yang mmenonjol dalam proses ini,
seperti yang ditanjukkan di wilayah Jabotabek dan Geruangmrtasusﬁa adalah
pergeseran fungsi kota inti (core) dari pusat manufaktur menjadi pusat kegiatan jasa,
termasuk keuangan (finance), sementara kegiatan manufaktur bergeser ke arah
pinggiran kota (fringe areas). Secara fisik proses restrukturisasi ditandai dengan
perubahan penggunaan lahan (land use), baik di keta inti maupun di pinggiran.
Kawasan pusat kota mengalami perubahan penggunaan tanah yang sangat intensif

- dari kawasan-tempat tinggal menjadi kawasan bisnis, perkantoran,-perhotelan, dan«-

sebagainya. Di pibak lain, di kawasan pinggiran kota telah terjadi alih fungsi
penggunaan lahan secara besar-besaran dari tanah periaman subur ke kawasan
industri dan permukiman berskala besar,

Akibat industrialisasi, McGee (1990) mencatat di berbagai kawasan batas
antara wilayah perdesaan dan perkotaan semakin tidak jelas akibat pertumbuhan
ekonomi yang pesat serta ditunjang kemajuan teknologi transportasi yang semakin
memperpendek wakiu tempuh antariokasi. Kegiatan perkotaan telah merambah dan

herhaur dengan kegiatan perdesaan_dengan infensitas hubungan serfa pergerakan
alctivitas dan penduduk yang tinggl. Fenomena ini lebih tepat disebut region based
urbanization daripada city based urbanization.

Secera teoretis, fakitor pendorong kemunculan megapolitan adalah
perkembangan investasi di bidang industri manufakiur vang berorientasi ekspor.
Kebijakan untuk menarik investasi asing berupa deregulasi di bidang investasi, sektor
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_ keuangan dan perdagangan internasional, serta debirokratisasi adalah proses yang
‘memyprercepat perkembangan mega urban regions {(MUR).

Sementara itu, tren perkembangan kota-kota satelit nmumnya tumbuh karena
‘dihela pembangunan kompleks perumahan dan merupakan areal alternatif untuk
beraktivites dan bermukim bagi warga kota yang jenuh akibat pertumbuhan penduduk
“di kota besar yang tidak terkendali atau karena mereka tidak memiliki kemampuan
~ékonomi untuk membeli lahan yang dari tahun ke tahun makin mahal. Di berbagai
"daerah, acapkali terjadi bahwa pertumbuhan pesat justru terjadi di di luar wilayah inti
- kota metropolitan. - . REREEE
"' Daerah megapolitan merupakan jaringan yang terintegrasi dari daerah
metropolitan dan mikropolitan. Istilah megapolitan diidentikkan dengan istilah
megapolis dengan menggunakan data depan yang sama, sehingga Jean Gottman
mengariikan megapolitan sebagai suatu kesatuan wilayah urban (urban jfield) yang
membeniang di suatu wilayah yang cukup luas lebih dari 500 mil.

Sebuah wilayah disebut megapolitan bila memenuhi sejumlah syarat. Pertama,
wilayah itu menggabungkan dua atau lebih daerah metropolitan atau mikropolitan,
dengan total penduduk melebihi 8-10 juta jiwa. Kedua, wilayah yang digabunglkan
dalam metropolitan dan mikropolitan bersebelahan satu dengan yang lain. Ketiga,
memiliki kesatuan budaya. Keempat, wilayah itu berada di lingkungan alam fisik
yang kurang-lebih sama, Kelima, di wilayah itu ada infrastruktur transportasi yang
menghubungkan daerah-daerah tersebut, ditandai dengan aktivitas latu-lintas barang-
barang ekonomi dan jasa. Gejala perkembangan wrban region menjadi megapolis
benar didorong banyak faktor. Akan tetapi, semua mengarah pada aktivitas ekonomi
terkait dengan aspek ruang, tingkat komunitas, skala kota, regional, nasional, bahkan
global

MASYARAKAT MISKIN KOTA

Bagl warga kota kelas bawah yang banyak mencari nafkah di wilayah pusat
kota —sebagai pemulung, sekior mformal, tukang becak, dan sebagainya— untuk
menghemat ongkos transportasi, mereka cenderung mencari tempat tinggal yang
dekat dengan tempat bekerja, vaitu di pusat kota. Akan tetapi, karena harga tanah di
pusat kota telah melonjak sedemikian tinggi dan wilayah permukiman juga semakin
berkurang, sementara tingkat penghasilan mereka pas-pasan, pilihan yang biasanya
diambil adalah mengontrak rumah di kampung-kampung kumuh di pusat kota atau
mendiami stren-stren kali sebagai pemukim liar.
Kelompok rakyat jelata (Jumpen proletariat) yang berasal dari desa, dan
kermudian melakukan urbanisasi ke kota karena tidak memiliki penghasilan yang

cukup dan fidak ada sanak keluarga yang menampuig, Kernudian eI TR AT
bangunan liar di seputar wilayah pusat kota yang dekat dengan tempat mencari
natkah, Ada kecenderungan mereka mengelompok dan membentuk kerumunan
tempat tinggal di lahan-lahan kosong di kota, seperti di pinggir rel kercta api, di
kolong jembatan, di tanah-tanah negara yang belum digunakan, atau di lahan yang
sebetulnya tidak boleh digunakan sebagai tempat tinggal —termasuk stren kali. Jadi,
meskipun tempat tinggal dan hunian kaum migran kota acapkali tidak tersentuh oleh
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- .~ statis mereka yang tidak legal dan tidak menenty itu, hanya sedikit sekali dari merek
. yang menerima bantuan atau tanpa bantuan sama sekah dari pemermtah 3 karena_: i
o penghum permukiman itu dalam keadaan tidak menentu —tidak tahu akan digusur

o _faszhtas umum, kmena pmSpekﬁf dan letaknya guga strateg;s tidak heran Jika' i

kebanyakan migran tetap memilih- mengumpnl i Wllayah -wilayah yang tergoiong -
' melanggar hukum dan tak bcrtuan Daiam konteks semacam ifu, tldak 111enghel ankan B

) _}Ika mereka lalu menjadi rawan dc..ﬂ sering terancam peng gusuran

~“Ada lima konsekuensi - ‘'yang harus- d;tanggung warga kota yang imggal di
wﬂayah permukiman - kumuh atau perrukiman_liar, yaknt (1) orang terpaksa_:__
mem‘bangun rumah di. iempa‘t yang buruk dan berbaha.ya bagi- kesehatzm (2) karena -

~ ataw tidak— mereka tidak bemm memperbaﬁq perumahan mereka; (4) kota i :: 3
sendiri berkembang, _secara serampmxgan dan (5) karena statusnya sebagai
pemukiman liar, perkampungan. miskin itu lebih banyak 111endapat tekanan dan

petugas, pengusaha, serta penguasa se‘tempat ; -
- Di berbagal kota besar, seltor informal pada dasamya adalah saiah satu
bentuk respon migran dan masyarakat miskin di kota terhadap pembangunan .
antardaerah yang fidak merata, wrbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran, dan -
merebaknya tekanan kemiskinan (Tjiptoherijanto 1997). Artinya, kehadiran dan

perkembangan sekior informal di berbagai kota besar bukan didorong oleh fakior -

nternal dalam diri mereka sendiri, melainkan lebih merupakan akibat dari terjadinya

bias urban dalam pembangunan (Manning dan Effendi 1985). Banyak kajian telah

membuktikan bahwa para migran umumnya terkesima oleh gemerlap ibukota dan
kota-kota besar lain bersamaan dengan daya tarik pendapatan tunai. Namun,
keterbatasan pekerjaan di sektor formal koia telah menyebabkan mayoritas migran
akhirnya lebih banyak terlibat di sekior informal (Azama 2001:5).

Sekarang kota-kota telah tumbuh terlalu pesat dengan ditandai oleh tiga hal.
Pertama, jumlah penganggur dan setengah penganggur meningkat pesat. Kedua,
proporsi tenaga kerja yang bekerja di sckior industri kota hampir tidak dapat
bertambah bahkan semakin berkurang. Ketiga, jumlah penduduk dan tingkat

___ bertumbubannya yang pesat selingga pemerintah kesulitan ’menyediakan lapangan .

pekerjaan dan pelayanan publik yang memadai (Yustika 2000 186--187). Dapat
dibayangkan apa akibat yang bakal terjadi jika kesempatan kerja yang tersedia di
kota-kota besar temyata tidak scbanding dengan perkembangan jumlah migran.
Selain terjadi pembengkakan secara terus-menerus jumlah migran yang bekerja di
sekior mmformal, terjadinya urbanisasi berlebih tak pelak akan membuat kota tumbuh
kontradiktif® investasi dan modernisasi turmbuh pesat, tetapi pada saat yang sama kota
juga dilanda proses kekumuhan dan pemiskinan.
Sepanjang di kota tersedia kesempatan kerja di sektor formal yang cukup

sepeiulnya sebagian besar Kaum migran lebih senang terserap di sama daripada
bekerja di sektor yang tidak terlindungi dan seringkali menjadi objek penertiban kota
yang dilakukan para tibum. Akan tetapi, karena arah investasi dan modernisasi yang
bias urban terbukti menimbulkan enclave yang tidak ramah terhadap tenaga kerja
migran yang tidak atau kurang berpendidikan, perkembangan sektor informal pun tak
terhindarkan. Meskipun dari kacamata hukum tindakan migran menggelar dagangan
di ruang publik, seperti trotoar, pinggir jalan, atau stren-stren kali, jelas-jelas
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- melanggar hukum, karena tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan, akhimya
-sektor informal menjadi pilihan yang realistis bagl para migran. Dalam hal i,
~perbedaan tingkat upah serta kesempatan kerja di desa dan di kota merupakan faktor
5 yang menstimuli angkatan kerja untuk berpmdah ke kota.

Bagi pemerintah kota yang ingin menata dan menertibkan wilayahnya,
':kehadiran sektor informal di kota-kota besar acapkali menimbulkan persoalan yang

- berkaitan dengan masalah ketertiban, keamanan, serta kebersihan kota. Persoalan itn
- menjadi lebih rumit karena sebagian para pelaku sektor informal datang dari desa-
. desa yeng kind tidak lagi nyaman untuk dihuni, justru karena proses industrialisasi
*dan komersialisasi yang dihela oleh warga kota dan pembangunan ekonomi. Akibat
- proses komersialisasi dan modernisasi perdesaan yang justru memporakporandakan
struktur sosial masyarakat desa dan menyebabkan desa kehilangan sejumlah besar
kesempatan kerja karena proses efisiensi, tidak ada pilihan lain bagi masyarakat
kecuali melakukan migrasi dan mencoba mengadu nasib di kota-kota besar, bahkan di
negem jiran sebagai tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita.
Di kota besar, seberapa pun banyak dan tinggi arus migrasi, blasanya tidak
timbusl masalah karena di kota dengan mudah mereka terserap di sektor informal yang
memang sangat lentur dan memiliki kapasitas luar biasa dalam menampung setiap
penambahan jumlah tenaga kerja baru. Proses involusi di perkotaan gelombang kedua
kali ini bukan terjadi karena adanya moral solidaritas seperti layaknya proses mvolusi
pertanian di wilayah perdesaan sebagaimana ditemukan Clifford Geertz sekitar empat
puluh tahun yang lalu di Pare, Kediri —melainkan lebih merupakan iragedy of
comnzon akibat desakan migran dan para pengangguran di kota. Yang jelas sektor
informal kota memang tidak pernah menolak kehadiran setiap migran baru. Pada saat
menjelang pasca-Lebaran, sudah lazim terjadi di berbagai kota besar penambahan
jumlah pendatang baru yang dibawa sanak-keluarganya. Kisah sukses warga desa
yang terlebih dahulu melakukan migrasi merupakan salah satu daya tarik warga desa
untuk melakukan hal yang sama.
Memang tidak selalu kaum migran dan penduduk miskin kota yang tidak
. dapat terserap di scktor formal kemudian masuk di sektor informal yang ter golong
nonlegal, seperii pedagang kaki lima, fukang becak, pembantu rumah tangga,
pedagang pasar tradisional, atau mlijo. Tidak jarang terjadi sebagian penduduk kota
miskin tersebut kemudian terjerumus dalam sektor informal yang tergolong ilegal —
seperti pekerja seks komersial, kegiatan meriba uang, dan sejenisnya— atau bahkan
yang tergolong kriminal, seperti tukang copet, bisnis kecil-kecilan napza, pemalak,
pencuri, perampok atau preman jalanan yang mencari nang besar dengan cara pintas
(lihat Nasikun 1930).

Dari segi penghasilan yang diperoleh, penduduk miskin yang bekerja di sektor

miormail tdak selalu hidup serbapas-pasan. Kendat: kebanyakan sekior miormial
memiliki kapasitas produksi yang rendah karena pemupukan modal dan investasinya
kurang, distribusi penghasilan di sektor informal tidak selalu lebih rendah daripada
penghasilan di sekior formal Bahkan, penghasilan di kegiatan sektor informal
tertentu di Malaysia, Pern, dan Tanzania justru cenderung lebih tinggi daripada
sebagian burah yang bekerja di sektor formal. Penghasilan di sektor informal juga
cenderung lebih tinggi daripada penghasilan di sektor pertanian (Suyanto dkk. 2001).
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. Secma ﬁszk mungkm seorano pekeija sektor mfoamal hldup daIam kOIld}.Sl.
_ --pem}u}ﬁman ‘yang kumuh dan’ tempat usaha yang }auh dari - layak. Namun, jangan :
‘kaget jika terkadang omzet mercka. mencapai _;utaan bahkc.n puiuhan }uta rupnh

se’uap bulzm

RS KENDAEA YANGBIHADAPI o S R
. Bagz para perencana pembangunan koia, sa"{z ini saiah satu avenda pcn‘ung_ :
yang perlu: mereka p;knr}\an adalah: bagaunana membemkan f‘xslhtas pubhk dan '
~lapangan pekenaan ‘yang ‘memadai ‘bagi- warga masyarakatnya khususnya bagi "

golongan masyarakat miskin. Yang menjadi masalah, di satu sisi mereka diharapkan -

mampu menyediakan fasilitas publik dan kesempatan kerja ‘bagi warga kota secara '
memadal, tetapi di sist lain mereka harus bekerja dalam keadaan serbaterbatas.
Kekuasaan, wewenang, dan sumber pembiayaan bagi penyediaan layanan publik dan B

kesempatan kegja biasanya berada dalam tingkat pemerintahan yang lebih tinggi

Meskipun dalam kenyataan pendapatan dari pajak umumnya berasal dari paj jak yang T

ditarik di dalam kota, biasanya hanya sebagian kecﬂ dan pendapatan ini yang
dibelanjakan di dalam kota yang bersangkutan.

Secara garis besar, beberapa kendala bagi perencana pembangunan kota atan
pemerintah kota unfuk menyediakan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan yang
memadai bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, tekanan kemiskinan dan _
situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan kemampuan penduduk -
miskin di kota uniuk mengakses layanan atau fasilitas publik makin mengecil,
terutama yang berkailan dengan upaya penyediaan perumahan murah, sistem
angkutan yang terjangkau, dan layanan untuk pengembangan sosial. Bagi Pemda
setempat, arus migrasi penduduk desa yang terus meningkat dan situasi “urbanisasi
berlebih” menyebabkan mereka harus memikirkan penyediaan biaya yang tidak
sedikit untuk pembangunan fasﬂﬁas layanan publik dan kesempatan kega bagi kaum
migran.

Kedua, khususnya untuk penataan sektor informal, senngkah kemgman baik

‘dari pemerintah daerah untuk menggarap sektor informal terbentur oleh beberapa
masalah. Pertama, kurangnya pengetahuan deskriptif’ dan analitis mengenai jenis,
unit, dan luas kegiatan ekonomi informal. Kedua, pemerintah kota acapkali tidak
mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk mencapai daerah perdesaan, pinggiran kota,
dan permukiman kumuh yang kebanyakan digeluti oleh pelaku informal. Ketiga,
kekurangan {enaga yang mampu mengetahui dengan baik scluk beluk sekior
mformal. Keempat, penerapan peraturan dan prosedur yang kaku serta tidak luwes.
Kelima, tidak ada sumber dana yang mencukupi permintaan sekior tradisional yang

s (Y ustika 20007230y Alii-alili memiasilitasi perkembangan dan mendukung
keberdayaan sektor informal, sering terjadi kebijakan yang dilaksanakan pemerintah
kota untuk menata sekior informal tidak mencapai hasil yang diharapkan, malehan
pembinaan yang dilakukan menimbulkan masalah baru. Bahkan, tidak jarang terjadi
kebijakan kota, yang cenderung mendahulukan upaya memacu perkembangan
ekonomi kota, merugikan perkembangan sektor informal itn sendiri, seperti perluasan
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“pasar, modernisasi pasar, penggusuran lokasi aktivitas dan kenaikan retribusi pasar
* (Yustika 2000:231).
. Ketiga, garis-garis batas kota yang selama ini lebih ditentukan menurut batas-
‘batas administratif atau ditentukan secara arbitrer diakui atau fidak menyebabkan
_ pendaduk kota yang bermukim di wilayah kewenangan yang lain di sekitar kota yang
~ bersangkutan juga menikmati fasilitas layanan kota tanpa harus membayar. Sidoarjo,
~‘misalnya, sudah bukan rahasia lagi jika selama ini hanya sekadar menjadi tempat
“Ufidur atan rumah “kos-kosan” bagi penduduk yang sebetulnya dalam kenyataan
= "bekeij‘l di Surabaya, membelanjakan uang di Surabaya, dan bahkan menghabiskan
““waktu luang untuk mencari hiburan juga ke Surabaya. Secara rasional, jika
dikallkulasi, Pemda Sidoarjo adalah pihak yang dirugikan karena warga atau
penduduknya memperoleh pelayanan listrik, PDAM, jalanan, dan lain-lain dari
anggaran mereka, sementara ketika berbelanja dan mengeluarkan vang ternyata orang
yang ber-KTP Sidoarjo itu lebih senang melakukannya di kota Surabaya.

UPAYA PENATAAN KGTA

Apa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa perkembangan kota menuju
mega-~urban temyata tidak identik dengan kemajuan dan kemampuan kota itu sendiri
untuk menyediakan layanan dan kesempatan kerja yang memadai. Kota yang turnbuh
di bawah kendali para perencana pembangunan yang pro kepada paradigma
modernisasi —yang semata-mata hanya mengejar kepentingan pertumbuhan ekonomi
dan melayani kepentingan industrialisasi— ternyata terbukti hanya melahirkan
ketidakadilan, kekecewaan, dan proses marginalisasi masyarakat miskin.

Selain dibutuhkan perencanaan dan penataan spasial yang lebih memadai,
untuk mengarahkan perkembangan mega-urban agar tidak "tumbuh tanpa perasaan”
dan mengalienasikan manusia, tak pelak yang dibutuhkan adalah kepekaan dan visi
para perencana pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat muiskin dan
kebutuhan warga kota secara keseluruhan.

_ Dalam rangka menyusun kebijakan dan mengarahkan pembangtman kota

yang lebih humanis dan peka terhadap kebutuhan warganya, dalam hal ini menurut
Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004:242-243), paling tidak menyangkut dan perlu
mempertimbangkan empat aspek.

Pertama, peningkatan aktivitas ekonomi, yang di dalanmya akan berhadapan
dengan empat kendala, yakni (1) penyediaan sarana infrastruktur perkotaan untuk
mengefisienkan proses aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan
dan lapangan kerja, (2) peningkatan efcktivitas pengaturan alokasi lahan atau
penzonaan {zoming) uniuk memberikan kepastian dalam produksi dan

keberlanjuiannya, (3) peningkatan  elekivitas INanajerenl  perencanaan  qan
pembangunan sarana infrasirukiur perkotaan sehingga tidak menimbulkan masalah
dalam pembiayannya, dan (4) peningkatan dukungan sektor finansial bagi investasi
dan perbaikan sarana infrastrukiur, perumahan, dan kegiatan ekonomi perkotaan
lainnya.

Kedua, peningkatan produktivitas masyarakat miskin. D1 sini kegiatan yang
dapat dilakukan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
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-':'pembangunan modal -sosial, artinya pranata sosial dan kultural yang dmnhkl_*f'-'-'-;
-+ masyarakat perkotaan seyogmnya dijadikan ‘modal - pembangunan -dan upaya
- pemberdayaan - diarahkan - ‘pada penguatan . fung31—fu11g51 pengambilan - keputnsan :
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e kcterampﬂan dan Wawasan mengamm akses goiongan mlskm telhadap fa5111tas Jasa
. 'sosial dan infrastruktur, dan daiam Jangka pendek membenkan proyek agar dapat_}__-.-_ [
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